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ABSTRAK 

Pertanahan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan saat ini baik untuk 

keperluan tempat tinggal, usaha, dan investasi. Pemerintah sedang berencana untuk 

melakukan digitalisasi sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah akan 

tetapi pada kenyataannya masih banyak pihak yang masih memegang bukti-bukti 

lama kepemilikan hak atas tanah yang telah diperoleh sebelum adanya UUPA salah 

satunya yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu eigendom verponding yang 

dahulu dimiliki oleh warga negara Belanda. Pada penelitian ini terdapat suatu kasus 

yang terjadi di Kota Surabaya dimana sertipikat yang dimiliki oleh seorang warga 

negara Indonesia sekarang dahulunya merupakan eigendom verponding yang 

dimiliki oleh warga negara Belanda dan baru dijual kepada warga negara Indonesia 

pada tahun 1962 yang mana telah berlaku UUPA. Pada Desember 2020 terdapat 

BUMD Jawa Timur yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan menyatakan 

bahwa jual-beli yang dilakukan oleh warga negara Belanda kepada warga negara 

Indonesia pada tahun 1962 tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan 

melawan hukum. Apakah syarat keabsahan perolehan tanah dan bangunan melalui 

jual beli tanah antara eks Warga Negara Belanda dengan perseorangan WNI 

berdasarkan persektif Hukum Agraria Nasional? Apakah bentuk perlindungan 

hukum bagi pembeli hak atas tanah terhadap jual beli bidang tanah eks Warga 

Negara Belanda berdasarkan perspektif Hukum Agraria Nasional? Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa apa yang diutarakan oleh pihak BUMD tersebut 

tidak benar dan jual beli eigendom verponding pada tahun 1962 tersebut adalah sah 

sehingga dilindungi oleh hukum untuk dapat mengkonversikan eigendom 
verponding tersebut menjadi hak milik atas tanah. 

 

Kata Kunci: Hukum Pertanahan; Sengketa Hak Atas Tanah; Bukti Lama 

Kepemilikan Hak Atas Tanah; Eigendom Verponding. 
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ABSTRACT 

Land is a primary need in today's life both for housing, business and investment 
purposes. The government is planning to digitalize certificates as proof of 
ownership of land rights but in fact there are still many parties who still hold old 
proof ownership of land obtained before the UUPA. In this study named eigendom 
verponding which was first owned by a Dutch citizen. In this study, there is a case 
that occurred in the city of Surabaya where the certificate owned by an Indonesian 
citizen was an eigendom verponding owned by a Dutch citizen and sold to an 
Indonesian citizen in 1962, which at that year land rights stand to UUPA. In 
December 2020 there was an East Java BUMD that felt it had rights to the land 
and stated that the purchase carried out by Dutch citizens to Indonesian citizens in 
1962 was illegal and an act against the law. What are the legal requirements for 
ownership of land and buildings through the sale of land between former Dutch 
citizens and Indonesian citizens based on the perspective of National Agrarian 
Law? What is the form of legal protection for buyers of land rights against the sale 
and purchase of land parcels of ex-Dutch citizens based on the perspective of the 
National Land Law? The results of this study indicate that what was stated by the 
BUMD was not true and the buying and selling of eigendom verponding in 1962 
was legally protected by the law to be able to convert the eigendom verponding into 
“sertipikat hak milik”. 
 

Keywords: Land Law; Land Rights Dispute; Old Evidence on Ownership of Land 
Rights; Eigendom Verponding. 
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